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Bab II Tinjauan Pustaka


BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1  KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1    Pajak 
2.1.1.1   Pengertian Pajak


Terdapatnya berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai definisi pajak, yang dikutip dari Mohammad Zain dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Menurut P. J. A. Adriani yang definisinya mewakili Eropa

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”  










        (2007:10)

Adapun menurut Rochmat Soemitro yang definisi pajaknya mewakili Indonesia :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 










        (2007:11)

Dan menurut Sommerfeld Ray. M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang mewakili Amerika Serikat :

”Pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”










        (2007:11)

Dari tiga definisi yang dikemukakan oleh tiga ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkandung dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. jika wajib pajak baik perorangan atau badan tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang atau denga perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita

b. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi atau imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

2.1.1.2  Ciri-ciri Pajak 


Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan, yaitu :
”Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain:

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak)

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak

e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara atau Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulasi)”
        (2007:12)
2.1.1.3  Fungsi Pajak


 Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya berjudul Pengantar Perpajakan menjelaskan bahwa :

 ”Pengertian fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara umumnya tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. ada dua macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair 
2. Fungsi regulerend”








        (2006:10)
A.   Fungsi Budgetair 


Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku disebut dengan fungsi budgetair atau fungsi fiskal (fiscal function)


Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada Warga Negara antara lain :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan
Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interprestasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak

2. Tingkat intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajakuntuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan

3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem Informasi Pajak yang terintegrasi dengan menggunakan intranet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan jugauntuk memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi

B.  Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta

Fungsi regulerend tentang fasilitas perpajakan pada Tax reform Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 16B UU No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau di bebaskan dari pengenaan pajak untuk :

a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean

b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa kena Pajak tertentu

c. Impor Barang kena Pajak Tertentu

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerha Pabean

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

2. Pasal 31B UU No.17 tahun 2000 tentang Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupuin jenisnya berupa keringanan pajak penghasilan yang terutang atas :

a. Pembebasan utang

b. Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang

c. Perubahan utang menjadi penyertaan modal

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian serta kegunaan dan manfaat pokoknya dalam meningkatkan kesejahteraan umum dari suatu negara yang tidak pernah menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.
2.1.1.4   Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya berjudul Pengantar Perpajakan menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yaitu :

”Dalam sistem perpajakan dikenal Self Assesment System, Official assesment system, dan Witholding Tax System, Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu :

1. Official assesment system
2. Semi self assesment system
3. Full self assesment system
4. With holding system”

       (2006:26)
 Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah :

1. Official assesment system, dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967

2. Semi self assesment system. Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak, Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahuin pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983

3. Full self assesment system. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983

4. With holding system. Wewenang pemungutan ada pada pihak katiga. dilaksanakan secara efektif sejak 1984  

A.      Self assesment system

Pengertian self assesment system adalah menghitung atau menilai sendiri. Maka dapat diartikan bahwa Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya berjudul Pengantar Perpajakan menjelaskan :

”Jadi self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yaitu dengan :

· Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak

· Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang

· Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi atau kantor pos

· Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

· Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar

        (2006:26)
Maka dapat disimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak dengan self assesment system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajka yang tinggi, dimana ciri-ciri self assesment system adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya. mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

B.     Ciri Self Assesment System
Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya berjudul Pengantar Perpajakan menjelaskan ciri Self Assesment System :

”Adapun ciri Self Assesment System adalah :

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggungjawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri

3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku”
        (2006:27)
Sistem self assessment yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajak-pajaknya. Kendala penerapan sistem self assessment : 

1. Kesadaran masyarakat masih rendah, 

2. Administrasi data perpajakan yang belum memadai sumber daya manusia relative masih rendah sehingga belum dapat menunjang tugas-tugas pengawasan pelaksanaan sistem self assessment. 
2.1.1.5   Jenis Pajak 


Jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan dijelaskan bahwa :

“Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya, yaitu :

1. Menurut golongannya,

2. Menurut sifatnya,

3. Menurut lembaga pemungutnya”

          (2007:4)
Dari definisi di atas maka dapat diuraikan bahwa jenis pajak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memrhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai

b. Pajak daerah, merupakan pajkayang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran 

2.1.1.6   Pajak Penghasilan
Definisi Pajak Penghasilan menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menjelaskan :

”Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan  yang di terima (diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”









        (2002:75) 
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak penghasilan diperoleh berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Adapun pengertian dari penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 yang dikutip dari buku karangan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dengan judul Akuntansi Perpajakan dijelaskan bahwa:
”Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”









      (2007:151)

Menurut pengertian  diatas, penghasilan yang dimaksud dengan penghasilan yang dapat dijadikan sebagai penghasilan yang kena pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh setiap Wajib Pajak yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri atau di sebut sebagai Objek Pajak Penghasilan.

A.    Objek Pajak Penghasilan 

      
Dalam buku karangan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dengan judul Akuntansi Perpajakan dijelaskan bahwa yang menjadi penghasilan objek pajak adalah:

”Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah dan tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

2. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan

8. Royalti

9. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”
      (2007:152)
B.   Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Sedangkan Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak menurut  Pasal 4 ayat 3 UU PPh yang dikutip dari buku karangan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dengan judul Akuntansi Perpajakan adalah :

”Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, menurut Pasal 4 ayat 3 UU PPh adalah : 

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lemabag amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak

b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Mneteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal  

4. Penggantian atau imbalan terkait pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau pemerintah

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi terkait asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut

7. Iuran yang diterima atau diperolah dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan denga Keputusan Menteri Keuangan

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangna usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

c. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

d. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia     
      (2007:154)

C.    Tarif Pajak Badan


Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dikutip dari buku karangan Mardiasmo yang berjudul Perpajakan adalah :  

Tabel 2.1
Tarif Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Sampai dengan Rp. 50.000.000,00
	10% (sepuluh persen)

	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00
	15% (lima belas persen)

	Di atas Rp. 100.000.000,00
	30% (tiga puluh persen)


Sumber : Perpajakan, Mardiasmo, 2002
D.  Formula Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang


Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dalam hal ini pajak penghasilan yang merupakan pajak tahunan dan merupakan jumlah pajak pungutan yang besar pendapatannya bagi negara. Dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah menurut Mohammad Zain dalam bukunya yang berjudul Manajemen perpajakan yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
Tabel 2.2
Formula Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang

	1.

2.
	(-)
	Jumlah seluruh penghasilan

Penghasilan yang tidak Objek Pajak Penghasilan
	Pasal 4 ayat (1)

Pasal 4 ayat (3)

	3.

4.
	(=)

(-)

(+/-)
	Penghasilan bruto

Biaya fiskal dapat dikurangkan

(koreksi Biaya fiskal tidak dapat dikurangkan) 
	(1-2)

Pasal 6 ayat (1),Pasal 11, Pasal 11A

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

	5.

6.

7.
	(=)

(-)

(-)
	Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian (bila ada)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Perseorangan)
	(3-4)

Pasal 6 ayat (2)

Pasal 7 ayat (1)

	8.

9.
	(=)

(x)
	Penghasilan Kena Pajak

Tarif
	(5-6-7)

Pasal 17

	10.

11.
	(=)

(-)
	Pajak Penghasilan terutang

Kredit Pajak
	(8 x 9)

Pasal 21, Pasal 22, 23,24,25

	12.
	(=)
	Pajak Penghasilan Lebih Bayar/Kurang Bayar/Nihil 
	(10-11)

Pasal 28, 28A, 29


Sumber : Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2007

F.    Pajak Penghasilan Lebih Bayar/Kurang Bayar/Nihil

Terdapatnya pajak penghasilan lebih bayar, kurang bayar dan nihil merupakan akibat dari adanya selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Menurut Mohammad Zain dalam bukunya yang berjudul Manajemen perpajakan menjelaskan :

”Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa :

a) Kurang bayar, yang terjadi karena jumlah pajak yang terutang lebih besar dari kredit pajak, yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajakatau bagian tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan;

b) Lebih bayar, yang terjadi karena jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak, yang dapat dimintakan restitusi atau dilakukan kompensasi dengan pajak-pajak yang belum dilunasi atau yang akan dilunasi;

c) Nihil bayar, yang terjadi karena jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak”









                  (2007:114)



Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa lebih bayar yang terjadi karena jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak, dapat dimintakan restitusi dengan pajak-pajak yang belum dilunasi atau yang akan dilunasi. 

2.1.1.7  Kebijakan Restitusi Pajak 
A.    Dasar Hukum
Kebijakan restitusi pajak merupakan amanat UU Perpajakan. Sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000, terhadap kelebihan pembayaran pajak masukan (pajak pertambahan nilai/PPN) dalam suatu masa pajak pada dasarnya hanya dapat dikompensasi. Namun sejak 1 Januari 2001 terhadap kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan kompensasi atau dimintakan restitusi. 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/1994 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983, memberikan kesempatan adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Pasal 11 UU No. 9 Tahun 1994 menyebutkan bahwa atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan kepada wajib pajak bersangkutan. Dalam proses penyelesaian atas permohonan restitusi tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kebenaran permohonan dan perhitungan kelebihan pembayaran pajak.
Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang menangani permohonan restitusi pajak hendaknya setelah diketahui kebenaran permohonan dan perhitungan restitusi tidak langsung mengembalikan kelebihan pajak. Apabila wajib pajak pemohon restitusi mempunyai utang pajak maka kelebihan pembayaran pajaknya langsung diperhitungkan untuk melunasi pajak terutang terlebih dahulu (kompensasi). 

B.    Sebab-sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak 
Berdasarkan jurnal penelitian yang di lakukan oleh Moh. Syarif Mulyadi yang didapat melalui internet dengan alamat www. fiskal. depkeu.go.id/bkf/kajian syarif.2.pdf yang berjudul Hubungan Antara Restitusi pajak dan penerimaan pajak menerangkan bahwa :

“Kelebihan pembayaran pajak/restitusi dapat terjadi apabila : 

a. Untuk Pajak Penghasilan (PPh),
b. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 
c. Untuk PPnBM”
      (2005:115)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat terjadi apabila :  
a. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, 

b. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 
1. jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang disebabkan karena: 

1. pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai, 

2.
pengusaha kena pajak melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak, 
3.
pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN, 

4.
pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, 

5. pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport produksi untuk tujuan ekspor, 
6.
berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau jasa kena pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET). 

2.
terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 

c. Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang. 

C.     Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi 
Batas waktu penyelesaian restitusi berdasarkan pasal 17B selambat-lambatnya 12 bulan sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan lain oleh Ditjen Pajak. 
Apabila melebihi batas waktu 12 bulan Ditjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan restitusi maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak lebih bayar harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 

D.    Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak 
Berdasarkan jurnal penelitian yang di lakukan oleh Moh. Syarif Mulyadi yang didapat melalui internet dengan alamat www. fiskal. depkeu.go.id/bkf/kajian syarif.2.pdf yang berjudul Hubungan Antara Restitusi pajak dan penerimaan pajak menerangkan bahwa :

“Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak dilakukan oleh Bank Operasional mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku pemegang rekening Kas Negara. Kelebihan pembayaran pajak meliputi : 

a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dalam pasal 17 dan 17 B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Pajak, 

d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau Sanksi sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak”
      (2005:116)
Berdasarkan uraian diatas mengenai hal-hal yang meliputi kelebihan pembayaran pajak, maka timbullah mekanisme mengenai pembayaran kelebihan pajak. Mekanisme pembayaran kelebihan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), 

2. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPM-KP) per jenis pajak dan per masa/tahun pajak, 

3. SPM-KP tersebut dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan: 

a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN mitra kerja KPP, 

b. Lembar ke-3 untuk wajib pajak, 

c. Lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPM-KP. 

4. Berdasarkan SPM-KP, KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 

5. KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPM-KP disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPM-KP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D, 

6. SPM-KP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, 

7. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, SPM-KP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP ke KPPN paling lambat 2 hari kerja sebelum jangka waktu 1 bulan terlampaui, 

8. SPM-KP disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk, 

9. KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lama 2 hari kerja sejak SPM-KP diterima
2.1.2 Profitabilitas
2.1.2.1    Pengertian Profitabilitas

Menurut R. Agung Sartono dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi menyebutkan bahwa :
“ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan perusahaan, total aktiva maupun modal sendiri. “

(2007:225)

Definisi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas sangat penting bagi perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan. Semakin besar tingkat profitabilitas menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. 

2.1.2.2   Rasio Profitabilitas
Analisis profitabilitas penting dalam menganalisis Laporan Keuangan dan analisis pengembalian. Analisis profitabilitas lebih dari ukuran akuntansi, seperti: penjualan, harga pokok penjualan, serta beban operasi dan beban non operasi untuk menilai sumber, daya tahan (persistence), pengukuran, dan hubungan ekonomi utamanya. Hasil penilaian ini memungkinkan kita untuk mengestimasikan pengembalian dan karakteristik risiko perusahaan dengan lebih baik. Analisis profitabilitas juga memungkinkan kita untuk membedakan antara kinerja yang terkait dengan keputusan operasi dan kinerja yang terkait dengan keputusan pendanaan dan investasi. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan paling penting bagi investor ekuitas. 

Bagi kreditor laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz Jr yang telah diterjemaahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deni Arnos Kwary dalam buku Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan menerangkan:

“ Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. “

(2005:222)

Sedangkan menurut Sutrisno dalam buku Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi menyebutkan:

“Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. “

(2007:254)
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menganalisis Laporan Keuangan khususnya bagi investor dalam melihat kinerja perusahaan dalam menanamkan investasinya. Rasio profitabilitas ini berguna untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan perusahaan. Semakin besar tingkat profitabilitas menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Rasio profitabilitas merupakan ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Dalam rasio profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan.

Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menghubungkan laba dengan besaran tertentu yaitu penjualan maupun modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Ada beberapa indikator untuk mengukur rasio profitabilitas yang dapat digunakan sesuai kepentingan. Menurut Lukman syamsuddin dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan menyebutkan ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat rasio profitabilitas yaitu:

1. Profit Margin

2. Return On Assets (ROA)

3. Return On Equity (ROE)

4. Return On Invesment (ROI)

5. Earning Per Share (EPS)

(2004:62)

Adapun penjelasan dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

Profit Margin =              EAT 


  
  Penjualan 

2. Return On Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang  digunakan adalah sebagai berikut:

        Return On Assets     =        Laba Bersih setelah pajak 

                                                                Total Aktiva
3. Return On Equity ini sering disebut dengan rate of return on Net Worth yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki sehingga return on equity ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Dengan demikian rumus yang digunakan adalah:

         Return On Equity =          Laba bersih setelah pajak
                                                         Ekuitas pemegang saham
4. Return On Invesment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Dengan demikian rumus yang digunakan adalah:

        Return On Invesment  =        Laba bersih setelah pajak
                                                                      Investasi

5. Earning Per Share, kadang-kadang pemilik juga menginginkan data mengenai keuntungan yang diperoleh untuk setiap  lembar sahamnya. Earning Per Share atau laba per saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan  untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT: 

         Earning Per Share      =        
    EAT 

                                                           Jumlah Lembar Saham

Adapun rasio profitabilitas yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah return on asset atau tingkat pengembalian aktiva. Return on assets menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian dalam bentuk Net Income dari aktiva yang ditanamkan. Adapun Pengukuran return on assets dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan total aktiva. 
Dengan demikian ROA dapat ditentukan dengan persamaan :

        Return On Assets     =        Laba Bersih setelah pajak 

                                                                Total Aktiva

Laba setelah pajak dan aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Return On Asset mempunyai dua komponen yaitu profit margin dan perputaran total aktiva (Asset). Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterprestasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Perputaran total aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan yang tertentu.

2.1.3    Hubungan restitusi pajak penghasilan badan dengan  return on assets

Banyak perusahaan yang menjadi Wajib Pajak badan yang melakukan restitusi pajak penghasilan tetapi tidak melakukan perubahan secara langsung terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari adanya pengembalian harta. Karena dengan adanya restitusi, pajak yang telah dibayarkan ke Kas Negara dikembalikan kembali ke perusahaan. Dan hal ini dapat mengurangi pajak yang telah dibayarkan

Adanya sejumlah pengembalian pajak yang seharusnya menjadi hak wajib pajak tersebut menambah harta perusahaan (assets) dalam bentuk current assets yang menambah aktiva pada neraca di laporan keuangan perusahaan. 

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak (tax audit) dan kemudian perusahaan di beri Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk mengetahui permohonan restitusinya diterima. Maka perusahaan mencatat PPh Lebih Bayar (PPh 28A) tersebut yang disajikan dalam neraca sebagai harta lancar (current asset) dengan jurnal yang dikutip dari  Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam bukunya Akuntansi Perpajakan: 
Tabel 2.3

Pencatatan Jurnal PPh lebih Bayar (PPh 28A)
	Keterangan
	Debit
	Kredit

	PPh Badan

PPh 28A

       PPh 22 di bayar di muka

       PPh 23 di bayar di muka

       PPh 24 di bayar di muka

       PPh 25 di bayar di muka
	xxx

xxx


	xxx

xxx

xxx

xxx





   Sumber : Akuntansi perpajakan;Soekrisno agoes;2007

Menurut Harnanto dalam bukunya Akuntansi Perpajakan yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 46 :

“Pajak Penghasilan yang kurang dibayar atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini (current tax liability). Sedangkan Pajak Penghasilan tahun berjalan yang lebih bayar diakui sebagai aktiva pajak-kini (Current tax asset)”








                  (2003:112) 


Dari kedua komponen yang dipengaruhi oleh restitusi pajak penghasilan tersebut, yaitu adanya pengurangan pajak, dan penambahan aktiva pada neraca. Maka kedua komponen tersebut juga berpengaruh terhadap perhitungan rasio profitabilitas dengan menggunakan return on assets yang perhitungannya menggunakan kedua komponen tersebut yaitu laba bersih dikurangi pajak (net income after tax) dibagi dengan total aktiva (total assets) 

Artinya jika diperoleh rasio return on assets yang cukup tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara efektif, hal ini akan merupakan daya tarik bagi investor yang mengakibatkan peningkatan nilai saham perusahaan yang bersangkutan, dan karena nilainya meningkat, maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh banyak investor, yang akibatnya akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Padahal dengan adanya perubahan dua komponen tersebut telah terjadi manipulasi data terhadap para investor.


2.2     Kerangka Pemikiran 


Adanya reformasi perpajakan (first tax reform) yang dimulai sejak tahun 1984 di Indonesia, perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian.

Beberapa perubahan mendasar yang tercakup dalam Undang-undang pajak baru tersebut yang dikutip dalam buku karangan Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam bukunya Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)  adalah :

1. Pemungutan pajak berdasar undang-undang lama ditekankan pada pemenuhan kewajiban yang dipaksakan, sedangkan menurut undang-undang beru merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta Warga Negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan

2. Sistem pemungutan pajak berubah dari official assessment system menjadi self assessment system
Self assessment system menuntut Wajib Pajak untuk dapat menguasai semua teknis perpajakan, dimulai dari mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak, melaporkan penyetoran dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar

Dengan adanya sistem pemungutan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak juga memperoleh kesempatan yang luas pula untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun secara bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan petugas penetapan, pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak. 
Perlu diadakan pemeriksaan pajak (tax audit) sebagai alat kontrol dari dampak negatif  self assessment system yang telah diberlakukan. Terdapat tiga kategori hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus sebagai subjek pemeriksa terhadap wajib pajak, yaitu dapat berupa nihil bayar, kurang bayar dan lebih bayar

Lebih bayar, terjadi karena jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak, yang dapat dimintakan restitusi atau dilakukan kompensasi dengan pajak-pajak yang belum dilunasi atau yang akan dilunasi. Sesuai dengan Pasal 28A yang mengatur tentang kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak yang dikutip pada buku karangan Mohammad Zain yang berjudul Manajemen Perpajakan menjelaskan bahwa :

”Pasal 28A (Restitusi Pajak)
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya”









      (2007:155)


Kelebihan bayar yang dikembalikan pada wajib pajak karena memang sudah menjadi hak wajib pajak disebut dengan restitusi. Restitusi tersebut kemudian masuk dalam laporan keuangan pada neraca sebagai current asset dengan perkiraan pasal 28A (restitusi pajak). Adanya penambahan current asset pada neraca, dapat menambah total  aktiva,

Dan adanya pengembalian pajak (restitusi) dapat mengurangi jumlah pajak yang telah dibayarkan, dan hal ini dapat merubah jumlah laba yang dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan pada laporan laba rugi.
Perubahan pada pajak yang menjadi pengurang dan perubahan pada total aktiva juga dapat menyebabkan perubahan pada analisis profitabilitas yang sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan paling penting bagi investor ekuitas. Bagi kreditor laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok. 

Menurut Brigham dan Houston dalam bukunya Fundamental Of Financial Management Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi 10 yang di terjemahkan oleh Ali Akhbar Yulianto :

 “Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi, yang terdiri dari :

1. Margin laba atas penjualan

2. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba

3. Tingkat pengembalian atas total aktiva (ROA)

4. Tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa (ROE)”









      (2006:107)

Salah satu indikator dalam menentukan Rasio Profitabilitas adalah dengan return On Asset. Menurut Brigham dan Houston dalam bukunya Fundamental Of Financial Management Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi 10 yang di terjemahkan oleh Ali Akhbar Yulianto, mendefinisikan nya sebagai :
”Rasio antara laba bersih terhadap total aktiva mengukur tingkat pengembalian total aktiva (return on total assets-ROA) setelah pajak :

       Return on asset = Laba bersih setelah pajak x 100%



        Total Aktiva











      (2006:109)
dan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati dalam bukunya Akuntansi Perpajakan menjelaskan:
“PPh Lebih Bayar ini setelah dilakukan pemeriksaan, dapat direstitusikan atau dikompensasikan dengan utang pajak berikutnya. PPh Lebih Bayar disajikan dalam neraca sebagai asset lancar (Current asset)”  









      (2007:186)

Menurut definisi tersebut, maka ada dua komponen yang penting dalam penghitungan return on asset tersebut yaitu Net Income (laba bersih setelah pajak) dan total keseluruhan aktiva. 

Net Income (laba bersih setelah pajak) di hitung berdasarkan laporan laba-rugi, contoh:

Penjualan 
 Rp. xx

Harga Pokok Penjualan
(Rp. xx)

EBITDA
 Rp. xx

Depresiasi dan amortisasi
(Rp. xx)
Laba Operasi (EBIT)
 Rp. xx

Beban Bunga
(Rp. xx)
Penghasilan kena pajak (EBT)
 Rp. xx

Pajak
(Rp. xx)

Laba bersih
 Rp. xx

Maka laba bersih adalah laba operasi (EBIT) dikurangi pajak. Jika terjadi restitusi pajak, maka pajak yang dilaporkan terdapat pengurangan dalam jumlahnya maka jumlah itu mempengaruhi laba bersih dari laporan laba rugi tersebut.
Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam sebuah skema :




























                        

        Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3   Hipotesis 


Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara, dugaan, anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah satu yang masih harus diuji kebenarannya dengan melakukan suatu penelitian atas pengamatan terhadap objek penelitian. 


Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, terdapat hubungan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan karena terjadinya restitusi. Restitusi mengakibatkan pajak yang seharusnya di bayarkan berkurang dan menambah jumlah aktiva


Kedua komponen tersebut berpengaruh terhadap penghitungan return on asset yang perhitungannya berdasarkan laba bersih setelah dikurangi dengan pajak di bagi dengan jumlah aktiva. 


Berdasarkan masalah yang diteliti, sehingga hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu Restitusi Pajak Penghasilan Badan berpengaruh  signifikan terhadap Return on asset 









Perusahaan





Analisis Laporan Keuangan 








Laporan Keuangan 








Penghasilan Kena Pajak 





Rasio Keuangan 








Rasio Profitabilitas








Pajak Penghasilan Terutang (tariff x Penghasilan Kena Pajak





return on assets = 


laba bersih setelah pajak X 100%


             Total Aktiva





Kredit Pajak





PT<KP


(Lebih Bayar)





PT=KP (Nihil)





PT>KP (Kurang Bayar)





Restitusi





Pajak Berkurang


Aktiva bertambah





Restitusi Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Return On Asset Perusahaan 
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